Dahlan dan Etika Penegakan Hukum

ADA sebuah mobil pribadi yang
sedang membawa orang yang se-
karat ke rumah sakit, Di tengah
perjalanan, mobil itu tiba-tiba ber-
hadapan dengan fraffic light yang
baru saja menyala merah dengan
hitungan 100 (detik). Sopir mobil
boleh saja memberikan tanda ke-

' pada semua pengguna jalan agar

diizinkan menerobos fraffic light

tersebut. Tujuannya cuma satu:’
. menyelamatkan nyawa orang itu,

Kalau secara legalistik formal, setiap
orang harus taat fraffic light sebagai
simbol hukum. Polisi lalu lintas harus
menindak siapa pun pelanggarnya.

Namun, polisiyang bertugas secara
etispastimengambillangkahprogresif
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para pengendara lainnya. Prinsip
moral jauh lebih tinggi daripada ke-
pastian hukum. Apalagi terkait dengan
keselamatan nyawa orang lain,
Pengabaian moral oleh aparat hu-
kum telah dialami mantan Dirut
PLN yang juga mantan Menteri BU-
MN Dahlan Iskan. Tahun lalu Dah-
lan ditetapkan sebagai tersangka
oleh Kejati DKI Jakarta hanya kare-
nalangkah progresifiya dalampeng-
ajuan anggaran proyek gardu induk

 listrik bersifat tahun jamak (mul-

tiyear). Padahal, langkah tersebut
diambil Dahlan untuk mengatasi
hambatan proyek saat banyak rakyat
yang membutuhlan listrik.

Saat itu kejaksaan mempersoalkan
sistem pembayaran ke kontraktor
yang memakai sistem per perkem-
bangan kerja (masalah teknis pem-
bayaran). Menyikapi tuduban i,
Dahlan akhirmya mengajukan gugat-
an praperadilan ke Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Selatan terkait dengan
penetapannya sebagai tersangka ter-
sebut. Agustus 2015, hakim akhimya
mengabulkanselunihgugatanDahlan.
Menurut hakim, penetapan tersangka
itu tidak sah karena tidak didasari alat
bukti yang cukup (hanya berdasar
clark gk laln).

Publilmernang sulit percaya babwa
Dahlan yang pernah membangun
budayabisnis transparan di PLN mau-
pun BUMN tanpa digaji berurusan
dengan hukum, Kini Dahlan kembali
harus mengalami. kasus serupa.
Entah berdasar keterangan siapa lagj,
Dahlan dituduh terlibatkorupsi dalam
restrukturisasi PT Panca Wira Usaha
(PWU) yang pernah dipimpinnya
pada 2000-2010. Selain tidak jelas
adanya aliran dana kepada Dahlan
(hanya berupa tanda tangan lelang),
mengapakasusitubarudiusutsetelah
lebih dari 15 tahun?

Jika ada pihak lain atau bawahan
vang melawan instrulsi Dahlan un-
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juksaan perlu belajar soal pertang-
gungjawaban transaksi berdasar
pasal 1367 BW (Burgerlijk Wetboek)
atau KUH Perdata. Menurut pasal
itu, majikan (direktur) tidak ilait ber-
tanggung jawab atas kerugian yang
disebabkan cleh bawahannya kalau
perbuatan itu tidak dapat dicegahnya
sesuai dengan tugas yang seharusnya.

Jadi, kejaksaan tidak seharusnya
hanya mendasarkan penyidikannya
pada aspek hukum administrasi/
prosedur. Sebab, inti korupsi adalah
penyalahgunaan uang/aset negara
untuk kepentingan diri, pihak lain;
atau korporasi (vide pasal 3 UU Ti-

pikor). Namun, selamainijaksasering
hanyaterfokus padakebijakan, bulan
pada ada tidaknya keuntungan bagi
si pembuat kebijakan itu. Dengan
demikian, kebijakan dengan niatbaik
pun bisa dileiminalkan.

Bahkan, pejabat pembuat kebijale
an yang menguntungkan negara bisa
dikriminalkanolehkejaksaan. Padahal,
jangankan yang menguntungkan ne
gara, pejabat yang merugikan ne-
gara (tanpa melawan hukum) pun
sungguh tidak patut dipidana (sesuai
disertasi doktoral penulis pada 2008
di Unair). Misalnya, seorang pejabat
bisa saja membuat kebijakan yang
keliru secara manajerial sehingga
merugikan keuangan negara (risiko

curian E_mm:_.,_::_::.,:z_,v f__v&m: it
tidakbisa dipidana. Justru penafsiran
jaksaataspasal 3 UU Tipikor bisa ber-
bahaya karena koruptor bisa lolos
dari jerat hukum hanya dengan da-
lih tidak adanya penyalahgunaan
wewenang (prosedur administrasi).
Padahal, dibalikketiadaan penyalah-
gunaan wewenang, bisa jadi ada pe-
nyelewengan uang/aset negara
(korupsilegal).

Jadi, sungguh keliru jika jaksa ha-
nya terfolais pada siapa yang mem-
buat atau menandatangani kebijakan,
apalagi kalau si pejabat itu langsung
ditetapkan sebagai tersangka. Sekali

lagi, keadilan bukan sekadar prosedur,
tetapi terkait dengan standar moral

* tertinggi (etika) apabila norma hulkum

dan ketentuan acara penegakannya
masih berstandarmoral yang rendah.

Demi sehatnya sebuah BUMD se-
pertiPTPWU, dewan direksibolehsaja
melakitkanlangkah-langkah strategis
yang kadang memerlukan terobosan
hukum. Hasilnya, aset PWU bisa di-
perluas hingga terciptanya Industrial
Estate Wira Jatim. Yang penting niat
progresifya baik. Di sini legal formal
sekadar alat untuk mencapai standar
moral keadilan tertinggi (Jw asa tool
of highest moral justice). Bukan ma-
lah sebaliknya, menghancurkin niat
baik kawm profesional yang ingin
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Apgung Bismar Siregar pernah ber-
kata: Bila untuk menegakkan kea-
dilan saya korbankan kepastian
hukum, akansaya korbankan hukum
itu, Hukum tanpa moral justru akan
menimbulkan ragam ketidakadilan
sekaligus menggerus kepercayaan
masyarakatterhadap penegakan hu-
kum. Lebihberbahayajika penegakan
hukum (tanpa moral) berubah jadi
alat politik bagi oknum partai politik
yang sedang berkuasa. (*)

*) Dosen etika bisnis
di Fakultas Ekonomi Universitas
Kristen Petra Surabaya



